PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Telp.(0756)21408 Fax, (0756)21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 321.31/ 143 /Distanhortbun/2020

TENTANG
PENETAPAN CPCL POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN CULTIVATOR
DANA APBN PUSAT TA. 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Menimbang : a bahwa untuk mendapatkan Poktan/Gapoktan penerima alasintan Cultivator
yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, perlu dilakukan kegiatan
CPCL terhadap Poktan/Gapoktan calon penerima Cultivator dana APBN Pusat
TA 2020

b, bahwa Poktan/Gapoktan calon pencrima bantuan Cultivator hasil kegiatan
CPCL perln ditetepkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang
Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Momor 77) jo Undang-Undang Nomor 358 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286},

3, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negaz‘a

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355), |

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
dirubah terhakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



Menetapkan
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14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816},

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK_07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan; :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK 06/2016 tentang Tata cara
Pelaksanaan pemanfaatan ,penghapusan dan -perninda tanganan barang milik
Negara;

Pedoman Umum Pengelolzan dan Pertanpgungjawaban Belanja Bantuan
Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor $ tanggal 1 November
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang
Penictapan Anggatan Pemdapatan dan Belanja Dactah Kabupsicn Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang
pedoman Pengawasan Pengadaan, peredaran, dan penggunan Alat dan Mesin
Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 131 /Permentan/OT.140/12/2014 Teniang
Hubungan kerja antar Kelembagaan Teknis, Penclitian dan Pengembangan dan
Penyuluhan Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi Beras
Nasional; ‘

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang
Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);

Nota kesepamahan  Menteri Pertanian  dengan Panglima  TNI
Nomor. 10/MeU/RC.120/M/12/2016 dan Nemor Kerma/18/X11/2016 tanggal 5
Desember 2016;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permenian/PL.200/12/2016 tentang
Penata Usahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian,

MEMUTUSKAN

Menetapkan Poktan/Gapoktan calon penétima bantuan Cultivator APBN Pusat
TA 2020, sehagaimana tercantum pada lampiran Keputusan g



KETIGA

KEEMPAT

Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan Cultivator APBN Pusat TA 2020
sebagai mana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab atas
keselamatan dan pemanfaatan Cultivator dimaksud.

Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Cultivator APBN Pusat TA
7020 Tahap ini dibebankan kepada DIPA Dirjen Sarana dan Prasarana
Kementerian Pertanian Republi Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah
kegiatan selesai, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan
perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Painan
Padatanggal G Oktober 2020

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,

2. Bpk. Kepala Distanhortbun Prov. Sumatera Barat di Padang

3. Kepala Badan Pengelola Keungan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Arsip



L0O | £08661 92804961 "dIN
LI N'NVMYIZON "4t

i 4

seulq ejeday

ozoz J8qopio J ‘veuted

T ~JoyeABID| 57991588EL80 TODDGOTOBTGOTOET| Jeus! BIpuehy v “Buekeg| jedeiog 010y Wesjpde) owpuey epued] T

| _ m g L : qe o g ;e £ : 7 : %

| @unl | yeusy siusr | dH JowoN N ema) eweN ueyewesa) uesen vidn/uepjoden/uenjod|

_ yejwing . _ : ) RUiEN oN

} ]

,_ 0202 V1 185N NEY 8Ueq JO1enninD UBnUEE Buliauad uepjoden/uep|od 104D uedelduad Sueusy

| _ 0Z0Z 49qoNj0 § : jedsue]
ozoz/unquoyuelsid/ €l /1ETES JOUON

‘yee|es Jisisad uaiedn

ey ueungaiad uep panyrpioH uedued u

eweue) seulq ejedsy uesminds)y jeans ¢

uesidwe




